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PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2022/PA Sak.

Ed )) \
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1375014107950006, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 01 Juli
1995/umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten
Siak, Provinsi Riau dan dalam hal ini berdomisisli
elektronik dengan alamat email: nurlikurniad3@gmail.com,
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 3311041105910002 tempat/tanggal lahir Sukoharjo, 11 Mei
1991/umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak,
Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2022
telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara

Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA

Sak. tanggal 4 Januari 2022, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019.telah dilangsungkan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai
dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak, sebagaimana tercatat
dalam Akta Nikah No 237/ 02/ VI/ 2019 tertanggal Kamis 13 Juni 2019;
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2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swit;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di Kabupaten Siak;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 Bulan, ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang
penyebabnya antara lain;

e Pertama; suami tidak menunaikan janji yang pernah dia ucapkan ketika
sebelum menikah:

1) Sebelum menikah, suami berjanji akan menemui, menjemput, dan
mengantar saya ke Bukittinggi. Karena pada saat akan menikah, saya
masih kuliah dan sedang menyelesaikan skripsi. Suami berjanji akan
menemui saya di Bukittinggi sekali 2 minggu atau 1 kali dalam
sebulan, tapi pada kenyataannya setelah menikah janiji tersebut tidak
suami tepati. Yang pada akhirnya, saya yang harus bolak balik
Dayun- Bukittinggi, bahkan dala 1 minggu, bisa 2x saya bolak-balik
Dayun- Bukittinggi karena memenuhi permintaan suami;

2) Sebelum menikah, suami mengaku tidak pandai mengaji ( membaca
al-quran) dan akan berjanji untuk belajar setelah menikah, tapi pada
kenyatannya, setelah 2,5 tahun pernikahan tidak tampak ada niatan
untuk menunaikan janji tersebut. Hari-harinya di habiskan dengan
main HP (Game/ nonton Kartun) di luar jam kerja/ di rumah setelah
pulang kerja. Ketika saya mengajak suami untuk belajar, suami selalu
menolak dengan berbagai alasan bahkan marah kepada saya;

3) Untuk sholatnya sendiri, masih sering rumpang dan sangat sulit untuk
menunaikan sholat ke mesjid sebagaimana kewajiban seorang
muslim;
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e Kedua; adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga.

1) Kegiatan di awal pernikahan, saya masih disibukkan dengan
perkuliahan yang menghabiskan waktu untuk bolak-balik Bukittinggi-
Dayun. Karena memang, keputusan tetap melanjutkan perkuliahan
setelah menikah sudah akad di awal dengan suami bahwa saya akan
tetap selesaikan kuliah Waupun saya sudah menikah. Dan suami
setuju akan hal itu, bahkan suami berjanji akan membantu
menyelesaikan segala kebutuhan perkuliahan hingga saya wisuda,
dan ini suami tunaikan;

Disisi lain, walau dalam keadaan sibuk, saya selalu berusaha
menjalankan tugas dan peran saya sebagai istri semampu saya.,
seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian suami, masak buat
suami, melayani kebutuhan biologis suami dan semua pekerjaan IRT.
Namun, di pihak mertua, ada yang selalu jadi masalah bagi beliau.
Salah satunya, tentang kebersihan. Sehingga, pada suatu ketika
terucap oleh mertua akan mencarikan ganti/ istri kedua untuk suami
saya;

Disitu, saya merasa sangat kecewa dan tertekan dengan ucapan
mertua yang demikian. Seolah tidak dapat melihat kondisi saya yang
sibuk. Dan juga, saya merasa mertua terlalu ikut campur dalam
urusan rumah tangga dengan suami.

Dari perkataan beliau tersebut, dimana beliau mengucapkannya pada
saat belum genap 1 tahun pernikahan kami, sungguh menyakitkan
bagi saya.

Dan ucapan mertua ini, saya coba beritahukan kepada suami, dan
suami hanya meminta saya untuk tebalkan telinga dengan segala
ucapan orang-orang yang ada dilingkungan keluarganya.

2) Keluarga suami sering mengadakan kegiatan kumpul keluarga. Pada
1 kesempatan, sepupu suami melontarkan suatu ucapan yang sangat
tidak menyenangkan bagi hati saya, dimana dia mengucapkan kalau
Danu (adik suami) jangan menikah dulu sebelum Esti (suami saya)
untuk menikah lagi. Dan pada saat ucapan ini pun terlontar, tidak ada
pembelaan suami terdahap diri saya di depan keluarga besarnya
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yang menertawakan ucapan sepupu suami pada saat itu. Dia hanya
diam, cuek sambil main HP. Ketika saya tanay dirumah kenapa dia
diam saja, dia malah menjawab dengan entengnya,” ya merekakan
cuma bercanda, dan mas tidak dapat menahan omongan orang akan
berbicara apa”. Bagi saya, sikap suami yang seperti ini tidak dapat
saya terima. Seharusnya dia bisa bela saya, setidaknya dengan
mengatakan kalau dia tidak akan menikah lagi. Tapi, baik pada saat
kejadian, ataupun pada saat dirumah ketika saya klarifikasi, sama
saja. Tidak ada jiwa perlindungan seorang suami pada dirinya
terhadap istri ( keluarganya);

3) Pada saat masalah kami semakin meruncing, diluar sepengetahuan
saya, dia mengaku duda di suatu media ta’aruf online, dengan tujuan
untuk mencari sitri. Padahal kita dalam masalah. Dia mengatakan
tidak ada uang untuk menjemput saya kepada orangtua saya, tapi
malah mencari istri lain diluar sana. Sikap suami yang demikian
semakin membuat saya tidak dapat lagi berpikir positif terhadap
dirinya. Saya merasa, suami tidak dapat lagi memainkan perannya
sebagai kepala keluarga yang baik yang mampu membimbing saya
ke arah yang lebih baik;

4) Saya tidak sanggup untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh
mertua jika harus kembali kepada suami, diantaranya;

a. Harus sering keluar rumah untuk bersosialisasi dengan keluarga
besar suami. Padahal, menurut pendapat saya, rumah adalah
tempat terbaik buat istri. Saya nyaman berada di dalam rumah,
beraktivitas di dalam rumah sebagaimana perintah Allah yang
mememintahkan para wanita berdiam di rumah-rumah mereka.
Kalaupun saya keluar rumah, saya ada keluar rumah tentu sesuai
kebutuhan saya. Tapi, tuntunan mertua yang mengharuskan saya
sering bercengkrama dengan keluarga besarnya membuat saya
sangat tidak nyaman. Mengapa? Karena dari yang saya pernah
ikuti, kebanyakan perkumpulan mereka banyak ghibahnya. Dan
mereka juga bicara dalam bahasa jawa yang saya tidak faham
artinya. Sehingga, saya berfikir, kenapa saya harus berada di
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kondisi seperti itu, padahal kalau di rumah mungkin lebih banyak
kegiatan positif yang mungkin bisa saya kerjakan;

b. Mertua yang bertanya mengenai kemana keuangan suami di
depan istri. Menurut pendapat saya, boleh mertua bertanya
mengenai keuangan anaknya, tapi jangan di depan menantu.
Setidaknya, mertua punya adab atau etika di hadapan menantu..
Pada saat saya berada di rumah orang tua, bahkan beliau
member syarat: boleh saya pegang uang suami, asal saya
jangan menyalahgunakan uang suami. Sungguh saya tidak bisa
terima dengan ucapan mertua terssebut Dalam hal ini saya
bingung, apa maksud ucapan mertua. Seolah selama ini uang
suami habis oleh saya. Padahal, pada kenyatannya suami hanya
memberi uang ketika suami bekerja senilai 100.000. itupun untuk
kebutuhan pokok keluarga, tidak lebih. Suami tidak akan
menambah sebelum uang tersebut habis. Sementara saya
sejauh ini selalu membeli kebutuhan pribadi saya dengan jerih
payah sendiri;

e Ketiga; suami tidak menunaikan perannya sebagai pemimpin dalam
rumah tangga.
Ketika di dalam rumah, sebagai seorang pemimpin tentu peran suami
adalah pelindung bagi istri dan keluarganya. Tapi, hal ini tidak saya
temukan ada pada diri suami. Ketika saya dilanda beberapa masalah
seperti tertulis di atas, suami hanya diam saja;

e Keempat; suami tidak menunaikan apa yang menjadi kewajiban serta
tanggung jawabnya dalam rumah tangga;
Kewajiban suami yang utama bagi saya adalah menjaga keluarganya
dari siksa api neraka. Itu yang utama menurut saya. Jadi, bagaimana ia
akan menjaga keluarga jika dia sendiri tidak tau ilmunya. Suami sudah
minim ilmu, namun tidak mau belajar. Suami selalu beralasan akan
belajar- belajar, tapi pada kenyataannya tidak ada satupun di lakukannya.
Selain kewajiban lahir yang dia belum cukupi, dia juga kurang dalam
memberikan nafkah bathin yang dibutuhkan istri. Sehingga, masalah ini
selalu menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga kami. Saya
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merasa terabaikan dengan sikapnya yang sangat acuh di dalam rumah.
Tiada yang lain pekerjaan yang dia lakukan selain main HP seharian
ketika berada dalam rumah. Minim membangun komunikasi dengan istri.
Saya merasa, lebih baik sekalian saya jadi pembantu, masih mending,
dapat gaji. Ini tidak, saya jalankan semua kewajiban saya, tapi
keberadaan saya dalam rumah tangga seolah tidak di anggap;

e Kelima; saya tidak menyukai akhlak suami yang diketahui setelah

menikah yang sangat tidak dapat saya terima.
Dalam hal ini, saya merasa cukup saya dan Tuhan saja yang tahu.
Karena ini urusan sikap suami dalam kamar yang sulit saya jelaskan.
Yang jelas saya tidak suka dengan akhlaknya yang membuat saya
merasa sangat tidaksuka dengannya;

e Keenam; saya merasa tidak ada kebaikan dalam rumah tangga jika
pernikahan ini terus dilanjutkan, saya khawatir kami akan terus
bertengkar dan akan selalu saling menyakiti satu sama lain;

e Ketujuh; suami tidak memiliki pemahaman agama yang baik. Saya butuh
bimbinga, saya butuh lingkungan yang mampu membimbing saya kea
rah yang lebih baik, terutama dalam hal agama. Tapi, dalam pernikahan
ini, yang saya hadapi dan temui jauh dari yang saya harapkan. Saya
sudah tidak ada lagi merasakan kenyamana dalam rumah tangga, saya
melihat tidak ada kebaikan lagi yang dapat saya pertahankan untuk
bertahan tinggal di Dayun;

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Desember tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat dimana
Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat
itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan
sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
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tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran
yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu
ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini
dikabulkan;

10.Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22
Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Siak untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa
dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Siak untuk mengirimkan salinan
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor
Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor
Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat
dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
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Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan dan Penggugat menyatakan akan beracara
sendiri tanpa didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor
6/Pdt.G/2022/PA.Sak tanggal 6 Janauri 2022 dan 13 Janauri 2022 Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiranya itu tidak
berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat
sebagaimana yang tertera dalam surat gugaannya;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian Majelis Hakim telah menyampaikan
nasihat sampai saat sebelum putusan dibacakan kepada Penggugat supaya
bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak
berhasil. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor
6/Pdt.G/2022/PA.Sak tanggal 4 Januari 2022 tersebut dibacakan, lalu
Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/
02/ VI/ 2019 tertanggal Kamis 13 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-nazegelen serta
cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut:

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru,
bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diperiksa satu persatu di
persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan
sebagai berikut:
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— Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan Saksi kenal
dengannya sudah sejak lama;

— Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat
dan Saksi mengenalnya;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di
rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Siak, yang sekaligus
merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

— Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai
anak;

— Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara
keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara
keduanya telah berpisah tempat tinggal,

— Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi pertengkaran, karena Penggugat sering mengadu kepada Saksi
bahwa keduanya sering bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya
dalam rentang sekitar bulan September 2019 sampai sekarang, dimana
yang menjadi permasalahannya adalah masalah keuangan dalam rumah
tangga dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tagga
keduanya;

— Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat
diantarkan Tergugat kerumah orang tuanya, sementara Tergugat tetap
tinggal di rumah kediamna bersama;

— Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
didamaikan oleh pihak keluargaa, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta (Usaha Bengkel), bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi
Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah
sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

— Bahwa Saksi adalah Abang Kandung dan Saksi kenal dengan Penggugat

sudah sejak lama;
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— Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat,
dan Saksi mengenalnya;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di
rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Siak, yang sekaligus
merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

— Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai
anak;

— Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah
tempat tinggal,

— Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi pertengkaran, karena Penggugat sering mengadu kepada Saksi
bahwa keduanya sering bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya,
dimana yang menjadi permasalahannya orang tua Tergugat terlalu ikut
campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Desember 2021 hanya
Tergugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara
Penggugat tidak menetap di sana karena dipulangkan Tergugat ke rumah
orang tuanya;

— Bahwa Saksi telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan
Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun upaya
tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala
sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA Sak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan
Pasal 146 R.Bg juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
junctis Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini
dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang
termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam,
maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat
tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan atas alamat tersebut tidak
ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah tepat Penggugat
mengajukan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Majelis Hakim menilai
mengadili perkara a quo menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri
Indrapura;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat,
bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus
hingga saat ini hal mana telah dibuktikan dengan alat bukti surat P yang telah
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memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaiman ketentuan 285
R.Bg, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16
Tahun 2019 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat
mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara
elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa
kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis
Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan
kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara
elektronik/ e_litigasi pada sidang pertama, namun karena Tergugat tidak pernah
hadir ke persidangan maka persetujuan Tergugat tidak dapat diperoleh, oleh
karena itu persidangan secara elektronik/ e_litigasi tidak dapat dilaksanakan
dalam perkara a quo dan sidang dilanjutkan dengan acara biasa, oleh
karenanya ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik juncto Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada
Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan
Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang
merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jis. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b]
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016
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Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi dikecualikan dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan
gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali
yang mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan
keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, oleh karenanya
Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dengan jalan
perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya
tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 dan 146 R.Bg. jo.
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pemanggilan
pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan
Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat,
maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli figih
dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 45 yang kemudian diambil alih

menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

dEay A&;@gﬁeﬁw\e&@ébu}\@ay

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah
haknya";

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari

Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini

menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya

kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk
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memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka
sesuai dengan maksud bunyi pasal 283 R. Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata
Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi
alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Penggugat,
Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah
dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen
dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi
persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang
relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah
memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan
akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai
pembuktiannya adalah sempurna (volledig), mengikat (bindende), dan
menentukan (beslisende);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya
dalam persidangan, yaitu Kakak Kandung dan Abang Kandung Penggugat,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat tidak ada halangan
hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu
sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para Saksi dapat
diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan
dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat telah dewasa di
persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tidak pernah melihat tentang
pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun
Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat, maka keadaan tersebut mengindikasikan (pertanda) adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di antara Penggugat
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dengan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi
hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun kedua Saksi Penggugat dalam
keterangannya yang tidak berdasarkan kepada penglihatan dan
pengetahuannya sendiri tentang adanya perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya berdasarkan cerita dan juga
pengaduan Penggugat (testimonium de auditu), tetapi berdasarkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 November
1975 yang membenarkan testimonium de auditu dapat digunakan sebagai alat
bukti yang memenuhi syarat materil. Demikian juga Yahya Harahap dalam
bukunya Hukum Acara Perdata halaman 663 menyatakan bahwa bukan
saatnya lagi secara otomatis untuk menolak dan mengatakannya (saksi de
auditu: Hakim) tidak sah sebagai alat bukti, yang tepat, diterima saja dulu, baru
dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada
baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang
melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat sering mengadukan
perihal keadaan rumah tangganya kepada kedua Saksi, sehingga sebagaimana
pendapat Yahya Harahap di atas yang diambil alih menjadi pendapat Hakim
bahwa saksi de auditu dalam perkara ini dapat diakui sebagai alat bukti, di
samping itu saksi juga merupakan keluarga Penggugat yang merupakan orang
dekat Penggugat, sehingga sangat dimungkinkan saksi tersebut mengetahui
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut Hakim
keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas dapat diterima
sebagai bukti mengingat Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi kedua Penggugat adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian
dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, patut dinilai telah memenuhi syarat
materil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Hakim
berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai
pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini
sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005
yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa
keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu
akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil
pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi
MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih
Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak
melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,
tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati
suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya
pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi
yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim
berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P tersebut diperoleh
fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami
istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam
pada tanggal 13 Juni 2019 yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat,
diperoleh fakta yang pada pokoknya:

— Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, dimana yang menjadi permasalahannya adalah masalah
keuangan dalam rumah tangga dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur

dalam rumah tagga keduanya;
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— Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena
sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat diantarkan Tergugat kerumah
orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediamna
bersama;

— Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan
oleh pihak keluargaa, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat,
diperoleh fakta yang pada pokoknya:

— Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran, dimana yang menjadi
permasalahannya orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat;

— Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena
sejak bulan Desember 2021 hanya Tergugat yang tinggal di rumah tempat
tinggal bersama, sementara Penggugat tidak menetap di sana karena
dipulangkan Tergugat ke rumah orang tuanya;

— Saksi telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk
mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan
perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan
perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 1 (satu) unsur yang

mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f

tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;
Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA Sak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan
perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan
perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan
suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat,
dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P serta fakta dari keterangan
saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah
diperolehnya fakta hukum bahwa benar atau patut diduga benar Penggugat
dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah yang sampai
saat ini belum bercerai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisinan dan
pertengkaran yang dapat dikategorikan bersifat terus menerus, dimana yang
menjadi permasalahnya adalah keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam
rumah tangga yang mana karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan dan Penggugat telah
dinasihat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang
dekat Penggugat, yaitu Kakak Kandung dan Abang Kandung Penggugat yang
pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka,
namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat
umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami
istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat
istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua
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orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang
karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya
berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan
tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui
keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa
rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcokan serta tidak bersedia
tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta
hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan
maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003
tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam
sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts
bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam
yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim
Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan
fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang
merupakan sepasang suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang bersifat terus menerus dan bentuk pertengkaranya juga
disertai dengan kekerasan, dimana yang menjadi permasalahnya adalah
keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga yang mana karena
pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
selama 1 (satu) bulan dan Penggugat telah dinasihat agar berupaya
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak
berhasil, disamping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat,
dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut
diduga (ghalabat al-zhann) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil
pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan
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hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan
demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih
besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

baall Gl e Aol duldall 5 )
Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang
menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu
pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni
1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud
rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor
1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman
Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Zg
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa
kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab Figh
al-Sunnah Juz Il halaman 249 karya al-Sayyid Sabiqg dikemukakan, yang dalam
hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat

menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat
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dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana
dikemukakannya sebagai berikut:
Jagin oY) (o Jas g el i 13 Al Atk ali ) Lg il
Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika
terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan
kembali*;

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam
pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu
perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya
dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan
dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

e L) g ) (S 5 Al (DS ) G LB ()9

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan

jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas
Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat,
dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 134 Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998
tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan Yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal
18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut jis. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan

Penggugat secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;
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Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan
Tergugat, maka berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan
maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Siak Sri Indrapura adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana ketentuan
hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri
(Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas
suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami
Wachid Baihaqi, S.H.l, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulfikri, S.H.I, M.H. dan
Susi Endayani, S. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang,
dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Wachid Baihagqi, S.H.l, M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota I,

Zulfikri, S.H.I, M.H. Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran :Rp  30.000,00
b. Panggilan Penggugat danTergugat :Rp  20.000,00
c. Redaksi :Rp  10.000,00
d. Pemberitahaun Isi Putusan :Rp  10.000,00
2. Biaya Proses ‘Rp  50.000,00
3. Panggilan ‘Rp 460.000,00
4. Pemberitahuan Putusan ‘Rp 230.000,00
5. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



